
S A L I N A N 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H  L A U T 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 16 TAHUN  2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN 

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TERHADAP BADAN USAHA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

BUPATI TANAH LAUT,  

 

Menimbang   :  a. bahwa  berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penetapan lzin Gangguan di Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Iahun 2009 

tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah, dan 

dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

Nomor S00/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak 

Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2017, menegaskan bahwa pedoman penetapan izin 

gangguan di daerah dicabut atau dihapus, sehingga 

Pemerintah Daerah tidak dapat lagi menerbitkan izin dan 

melakukan pungutan retribusi atas izin gangguan; 

b. bahwa Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Surat 

lzin Tempat Usaha (SITU) yang diberikan kepada seseorang 

atau badan usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan 

gangguan atau kerusakan disekitar tempat berusaha dapat 

dikategorikan dalam izin gangguan, sehingga dengan 

terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2017, Keterangan Domisili Usaha / Surat lzin Tempat Usaha 

tidak dapat diterbitkan lagi oleh Pemerintah Daerah; 

c.  bahwa objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin 

tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan 

yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian 

dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan 
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pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk 

mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, 

atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, 

dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, 

sehingga apabila izin gangguan tidak dapat diterbitkan maka 

objek retribusi izin gangguan (HO/SKDU/SITU) tidak dapat 

dipungut lagi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha; 
 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat 

II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

8. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pembinaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

10. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 25); 
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14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut ( 

Berita Daerah Nomor 5 ); 

 

M E M U T U S K A N  : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR NOMOR 5 TAHUN 

2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 

TERHADAP BADAN USAHA. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Bab III Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Bagian Kesatu 

Pemungutan Retribus Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha (Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, 

sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

 

BAB   III 

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN 

 

Bagian Kesatu 

Pemungutan Retribusi 

 

Pasal  3 

 

(1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk 

golongan komersial Badan Usaha dilakukan oleh Dinas DPM dan PTSP. 

(2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan 

dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB). 

(3) Surat Keterangan Berusaha (SKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan pengganti Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU). 

 

Pasal    II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.         
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

             Ditetapkan di Pelaihari  

    pada tanggal 17 Februari 2020        

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 17 Februari 2020 

 

        SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

   

            H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 16  

  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

 

 

 

H. RUDY ARIFFIN 

 

 

 

 


